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NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA

1. Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan, dan Akuntabel

a. Persentase Perkara Perdata
yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan

Catatan :
 Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang

Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung;
 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan.
 Kepaniteraan MAmengacu pada SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 pada point 1 s.d. 7;
 Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada

SIPP.

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

b. Persentase perkara pidana
yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan

Catatan :
 Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang

Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung;
 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(Empat) Lingkungan Peradilan.
 Kepaniteraan MAmengacu pada SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 pada point 1 s.d. 7;
 Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada

SIPP.

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan



c. Persentase Perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Banding

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding 100%

Jumlah Perkara Diputus

Catatan :
 Berdasarkan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah

hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupaya
perlawanan atau banding

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

d. Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100%

Jumlah Perkara yang Diputus

Catatan :
 Berdasarkan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah

hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupaya
perlawanan atau banding

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

e. Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum PK 100%
Jumlah Perkara yang Diputus

Catatan :
 Berdasarkan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 12, upaya hukum adalah

hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupaya
perlawanan atau banding

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

f. Persentase Perkara Pidana Anak
yang Diselesaikan dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 100%

Jumlah Perkara Pidana Anak

Catatan :
 Pengertian Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pengadilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar oeradilan pidana

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

g. Index persepsi pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
peradilan

Catatan :
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit

Index Kepuasan Pencari Keadilan
Panitera Laporan Bulanan

dan
Laporan Tahunan



Penyelengara Pelayanan Publik
 Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus >= 80

2. Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

a. Persentase Salinan Putusan
Perdata yang Diterima oleh Para
Pihak Tepat Waktu

Jumlah Salinan Putusan Perdata yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu 100%
Jumlah Perkara Perdata yang Diputus

Catatan :
 Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01

Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

b. Persentase Salinan Putusan
Pidana yang Diterima oleh Para
Pihak Tepat Waktu

Jumlah Salinan Putusan Pidana yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu
100%

Jumlah Perkara Pidana yang Diputus

Catatan :
 Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01

Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

c. Persentase Perkara yang
Diselesaikan Melalui Mediasi Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100%

Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi

Catatan :
 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

3. Meningkatnya Akses
Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo
yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan 100%

Jumlah Perkara Prodeo

Catatan :
 PERMA Nomor 1 Yahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Bagi

Masyarakat tidak mampu du Pengadilan;
 Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberitahuan Layanan

Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara;
 Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo;

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan

Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
100%Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan di Luar Gedung

Pengadilan

Catatan :
 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat

tidak mampu di Pengadilan;

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan



c. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%
Jumlah permohonan layanan hukum

Catatan :
 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat

tidak mampu di Pengadilan;
 Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi

dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan
hukum;

 Jumlah Layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum;

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

4. Meningkatnya Kepatuhan
terhadap Putusan
Pengadilan

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak lanjuti

(Dieksekusi)
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

100%Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan
untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Catatan :
 adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan

perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah
putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase
permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan

Panitera Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

Ditetapkan : di Pekalongan
Pada tanggal : 28 Desember 2021

Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Pekalongan Kelas IB

RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 197904052001121003


